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Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan grandfather clause dalam

pel aksanaan perluasan penanaman modal pada bidang-bidang usaha yang diatur secaralebih restriktif dalam
Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), bidang usaha yang diatur secara khusus dalam
Undang-Undang dan bidang usaha yang disyaratkan dengan kemitraan (dengan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)). Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah dapatkah konsep
grandfather clause (Pasal 9 Perpres DNI 2014) menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal. Untuk
menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan
metode penelitian hukum empiris sekaligus. Pemerintah dalam menentukan kebijakan penanaman modal
diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam
modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, dapat
dikatakan bahwa DNI merupakan acuan pertama kali dan terpenting bagi calon penanam modal, baik
penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri sebelum melakukan penanaman modal. Di
dalam DNI dikenal istilah grandfather clause yang sebenarnya merupakan pasal peralihan. Dengan adanya
grandfather clause, penanam modal khususnya penanam modal asing tidak perlu khawatir untuk
menjaankan usahanya meskipun ada pengaturan di dalam DNI yang lebih restriktif/tertutup bagi bidang
usaha yang dijalankannya. Namun demikian, untuk bidang usaha yang diatur secara khusus dalam bentuk
Undang-Undang, grandfather clause dalam DNI tidak dapat diterapkan. Berdasarkan penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa konsep grandfather clause dalam DNI telah mampu memberikan jaminan kepastian
hukum terutama bagi penanam modal yang bidang usahanya diatur secara lebih restriktif/tertutup, meskipun
masih menyisakan potensi conflict of law terkait dengan bidang usaha yang diatur secara khusus dalam
Undang-Undang dan program pemberdayaan UMKM melalui kemitraan. Selanjutnya penulis menyarankan
agar Pemerintah dalam menyusun DNI harus lebih memperhatikan keterkaitan antara pengaturan bidang
usahayang diatur secara khusus melalui Undang-Undang. Selain itu, dalam membentuk Undang-Undang
yang mengatur bidang usaha tertentu sebaiknyatidak diberlakukan retroaktif karena akan memberikan
dampak negatif padaiklim investas dan tidak memberikan kepastian hukum.

This study isintended to examine and analyze the application of the grandfather clause in granting
investment licenses in the areas of businessthat is set in a more restrictive manner in the Negative
Investment List (NIL), business sector which is specifically regulated in Law and business sectors which are
being required to have partnership (with Micro, Small and Medium Enterprises (SMES)). Furthermore, the
main question in this study is whether the concept of grandfather clause (Article 9 of Presidential Decree
concerning NIL 2014) can ensure legal certainty for investment. To answer this question, this study using
normative legal research methods and empirical legal research methods as well. Government in determining
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the investment policy is expected to ensure legal certainty; certainty sought, and seeks security for investors
since the licensing process until the end of the investment activities in accordance with the law and
regulations. In investment activities in Indonesia, it can be said that the NIL isthe first and most important
reference for investors, both foreign investors and domestic investors before making an investment. In the
NIL thereisthe term grandfather clause, which is actually atransitional clause. With the grandfather clause,
investors, especially foreign investors do not have to worry to run its business even though there isamore
restrictive/closed regulation in the NIL for the line of business being operated. However, for the business
sector which is specifically regulated by Law, grandfather clause in the NIL is not applicable. Based on this
study it can be concluded that the concept of grandfather clause in the NIL has been able to provide legal
certainty, especially for investors who set up its business in a more restrictive/closed business sectors,
although it still leaves a potential conflict of law related to business sector which is specifically regulated by
Law and the empowerment of SMEs through partnership programs. Furthermore, the authors suggest that
the Government in preparing the NIL should pay more attention to the relationship with the regulation in the
business sectors that are specifically regulated by Law. Moreover, in forming a Law to regulate certain
sectors should not be applied retroactively because it will have a negative impact on the investment climate
and does not provide legal certainty.



